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AUDIT ELEKTRONIK

Bisa Tekan Praktek KKN

PALU, MERCUSUAR- Sistem audit elektronik
(e-audit) yang telah disepakati antara Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl Hadi
Purnomo, Gubernur Sulteng

Longki Djanggola dengan
4" bupati/walikota se
‘ Sulteng, diharapkan
dapat menekan
praktek korupsi,
kolusi dan
nepotisme

(KKN).

.
4¢

w B
e

“. g diperiksa, cukup meme-
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Menurut BPK, konsep e-audit
biasa disebut ‘BPK Sinergi’,
selain dapat menekan praktek
KKN secara sistemik, mendu-
kung optimalisasi penerimaan
negara juga dapat mendukung
efisiensi dan efektifitas penge-
lokian dan tanggungjawab ke-
uangan negara. _

Ketua BPK RI Hadi Purnomo,
sebelum penandatangan nota
kesepahaman tersebut me-
nyampaikan audit élektronik
berfungsi untuk efektivitas wak-
tu pemeriksaan, pengh&matan

biaya serta cakupan pemerlk—‘

saan yang luas.
“Jadi auditor tidak perlu mén—
datangi pihak yang akan

ngan internet” katanya.

Dia mengatakan, proses audit
elektronik tidak serta merta ber-
jaln mulus seperti yang diha-
rapkan.

Audit elektronik, katanya,
adalah awal pemeriksaan.
Jika data data atau informasi
kurang lengkap, auditor bisa
melakukan korespondensi
melalui telepon atau surat un-
tuk meminta data yang diper-
lukan.

“Jika itu tidak berhasil, maka
petugas akan mendatangi pi-
hak yang diperiksa,” kata
Hadi.

BPK RI telah melakukan pe-
meriksaan pada 1.039 entitas
yang tersebar di seluruh Indone-
siadan 13 unitlainnya berada di
luar negeri.

Gubernur Sulteng Longki
Djanggola mengatakan, proses
audit elektronik ini akan men-
jadi pusat data BPK RI yang sa-
ngat membantu proses peme-
riksaan selanjutnya.

“Inijuga akan membentuk sis-
tem pengeloaan keuangan yang
transparan dan akuntabel” kata
Longki.

Dia juga meminta pejabat ne-
gara di wikhyahnya untuk me-
ngelola keuangan secara ber-
kualitas dan bisa dipertang-
gungjawabkan. ?

Sementara itu, dari 11 kepnh
daerah yang ada di Sulteng, tiga °
bupati-tidak fenghadiri‘acara
penandatangari MoU tersebuit.

-Gubernur Longki menyayang-

kan ketidakhadiran kepala
daerﬁh itu. urY /ANT




